
 

 

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21… 

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PPH 21 SEBAGAI UPAYA 

MENGEFISIENSIKAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT B NET 

INDONESIA 

 

Budiandru1, Dhiya’ Ulhaq2 

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka 

Mahasiswa Pascasarjana Magister Akuntansi Institut Perbanas 

1budiandru01@gmail.com, 2elhaqdhiya0411@gmail.com 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai 

upaya mengefisiensikan pajak penghasilan pada PT B NET INDONESIA. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu 

perencanaan pajak, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari PT B NET 

INDONESIA. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah menghitung besar 

PPh Pasal 21 karyawan, mengaplikasikan perencanaan pajak melalui perhitungan PPh pasal 21 

ke dalam 4 (empat) alternatif yang ada lalu membandingkannya, dan menghitung pajak 

penghasilan badan. Berdasarkan perhitungan Pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan 4 

(empat) metode alternatif yang ada diperoleh hasil yaitu apabila PT B NET INDONESIA 

menggunakan metode Gross Up, maka PT B NET INDONESIA akan dapat membayar pajak 

penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan metode lainnya. Dengan penerapan metode 

Gross Up, PT B NET INDONESIA dapat menghemat beban pajak penghasilan badan tahun 
2016 sebesar Rp. 67,308,088. Berdasarkan penjelasan di atas penulis memberikan saran kepada 

PT B NET INDONESIA agar sebaiknya mengubah metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan 

dari metode PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan menjadi PPh Pasal 21 di Gross Up. 

Kata Kunci: Perencanaan Pajak PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan. 

 

Abstract 

This research aims to determine the implementation of tax planning Article 21 of the Income 

Tax as an effort to streamline the income tax on PT B NET INDONESIA. The method used in 

this research is descriptive quantitative research by using case study approach. The variable 

studied is variable X namely tax planning, while variable Y is the income tax. Data collection 

techniques used are examination the document of PT. B NET INDONESIA financial statements 

Processing and data analysis technique used is a large calculation of income tax article 21 

employees, applying tax planning through the calculation of income tax Article 21 into four (4) 

existing alternatives then compare and calculate the corporate income tax. Based on the 

calculation of Income Tax Article 21 by using four (4) existing alternative methods, the result 

is, if PT B NET INDONESIA uses Gross Up method, PT B NET INDONESIA will be able to pay 
the corporate income tax smaller compared to other methods. With the implementation of Gross 

Up method, PT B NET INDONESIA can save corporate income tax expense in 2016 of Rp 

67,308,088. Based on the above explanation, the authors provide advice to PT B NET 

INDONESIA shall change the method of calculation of the income tax Article 21 employees of 

income tax Article 21 covered company method into the PPh Pasal 21 in Gross Up.  

Keywords: Tax Planning Income Tax Article 21, Income Taxes. 
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1. Pendahuluan   

1.1 Latar Belakang 

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat 

diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka 
mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai 

pencerminan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) di 

Indonesia dengan baik dan benar. 

 

 

 

Laporan keuangan bagi perpajakan merupakan hasil akhir dari proses pembukuan. Sesuai 

dengan undang-undang KUP, bahwa tujuan pembukuan adalah agar dapat dihutung besarnya 

pajak terhutang. Selain bersarnya pajak penghasilan dapat dihitung, pajak lainnya juga harus 

dihitung dari pembukuan tersebut, dengan melaksanakan perencanaan perpajakan yang berlaku 

di Indonesia.  

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.  Sebaliknya 

bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.  

        Pada dasarnya, apabila kita memahami dengan benar segala ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dengan segala perkembangannya dan selalu mengikuti secara 

terus menerus perubahannya, sesungguhnya pajak tersebut dapat dikelola dengan baik, agar 

tercapai suatu efisiensi pembayaran pajak. Suatu sistem manajemen pajak yang efektif 

merupakan hal yang vital bagi suatu usaha yang berorientasi kepada keuntungan, bahkan 

predikat seorang manajer yang sukses kadang-kadang ditentukan pula oleh sukses tidaknya 

penyusunan perencanaan pajak (tax planning) melalui penghindaran pajak (tax avoidance). 

Menurut Pohan (2013:13), “perencanaan pajak (tax planning) adalah usaha yang 

mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar 

efisien”. 

Tabel 1 Laporan 

Operasional Direktorat 

Jendral Pajak Per 31 

Desember 2016 dan 

2015 (dalam rupiah) 

Sumber: Laporan 

Keuangan Audited 

Dirjen Pajak 2016 

 

Tabel 2 Statistik 

Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

Tahunan 

Sumber: Rilis.id 

Jakarta 
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Berbagai cara dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajaknya 

dengan tepat, sehingga berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung. 

Salah satu cara tersebut adalah dengan memilih metode pemotongan PPh pasal 21 antara PPh 

Pasal 21 yang ditanggung karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, PPh Pasal 21 

diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di Gross Up. 

Dalam upaya perusahaan untuk membayar pajak penghasilan 21 atas karyawan dengan 

jumlah yang lebih kecil akan membuat perusahaan membantu dan membuat suatu perencanaan 

perpajakan kedepan. Dengan perencanaan pajak tersebut, upaya perusahaan untuk membayar 

pajak dengan jumlah lebih kecil dapat dilakukan tanpa harus melanggar aturan perpajakan di 

Indonesia. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan berbagai alternatif 

dalam perencanaa PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT B INDONESIA? 

2. Bagaimanakah hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dari berbagai alternatif tersebut 

terhadap PPh Badan di PT B NET INDONESIA? 

3. Bagaimanakah tindakan yang diambil perusahaan atas berbagai alternatif dalam 

perencanaan pajak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1 Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan berbagai 

alternatif dalam perencanaan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap di PT B NET INDONESIA. 

2 Untuk mengetahui hasil perhitungan PPh Pasal 21 terutang dari berbagai alternatif tersebut 
terhadap PPh Badan di PT B NET INDONESIA. 

3 Untuk mengetahui tindakan yang diambil perusahaan atas berbagai alternatif dalam 

perencanaan pajak. 

 

2. Kajian Literatur 

2.1 Pajak Penghasilan PPh 21 

Menurut Halim, dkk. (2014:87), Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:  

“Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama 
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. 

Menurut Sutanto (2014:68), menyatakan bahwa: 

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak 

dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. 

Dari   penjelasan   di   atas, dapat   disimpulkan   bahwa   pajak   penghasilan merupakan 

pungutan resmi dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau dalam bentuk apapun 

untuk dibayarkan kepada negara dalam rangka membiayai pengeluran negara. 

 

 

 
221  

JURNAL  

MANAJEMEN  

INDONESIA 

Vol.17 No.3 

Desember 2017 



 

 

Jurnal Manajemen Indonesia 

2.2 Manajemen Pajak 

Menurut Suandy (2008:6), manajemen pajak adalah: 

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang 

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang 

diharapkan”. 

Sedangkan menurut Pohan (2013:13), manajemen pajak adalah: 

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi 

agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut 

dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum 

bagi perusahaan”. 

Tujuan manajemen pajak oleh Suandy (2008:6) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 

Menurut Suandy (2008:6), tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi 

manajemen pajak terdiri atas: 

1. Perencanaan pajak (tax planning). 

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation). 

3. Pengendalian pajak (tax control). 

 

2.3 Pajak Penghasilan PPh 21 

Menurut Pohan (2013:13), perencanaan pajak adalah: 

“Usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan 

benar-benar efisien”. 

Menurut Muiz (2010:87), perencanaan pajak merupakan: 

“Strategi dibidang perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha, 

dalam rangka penghematan pajak (tax saving), untuk dapat meminimalisasikan pembayaran 

pajak melalui teknis yang selaras dengan perhitungan pajak yang diperbolehkan dalam 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak 

adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian 

rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan 

dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam 

jumlah minimum. 

2.4 Manajemen Pajak Penghasilan PPh 21 

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak 

penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam 

pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. 

Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, 

ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan 

terdapat 2 (dua) jenis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu benefit in cash dan benefit 

in kind atau natura. 
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Berikut dijelaskan 3 (tiga) metode perhitungan pajak menurut Harjo (2013:97-98) : 

1. Gross Method 

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan 

pekerja/pegawai, sehingga penghasilan yang diterima pekerja/pegawai telah dipotong 

dengan PPh Pasal 21. 

2. Nett Method 

Dalam metode ini seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi 

kerja/perusahaan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja utuh dan tidak dipotong 

dengan PPh Pasal 21. Metode ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya 

operasional secara komersial namun beban ini tidak dapat menjadi pengurang penghasilan 

bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dalam laba rugi fiskalnya, 

karena beban ini dianggap sebagai kenikmatan. 

3. Gross Method 

Dalam metode ini pemberi kerja memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 

kepada pekerja/pegawai yang nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode 

ini mencatat tanggungan PPh Pasal 21 sebagai biaya operasional fiskal dan dapat menjadi 

pengurang penghasilan bruto dalam rangka menentukan Penghasilan Kena Pajak pemberi 
kerja karena PPh Pasal 21 tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah 

penghasilan pekerja. 

 

3. Metode Penelitian  

3.1 Metode Penelitian 

Dalam Teknik analisis data kuantitatif, terdapat 2 (dua) macam jenis penelitian kuantitatif 

dari statis untuk analisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maka, metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif. Sugiyono (2009:29), mendefinisikan 

“penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis 

suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen 

laporan laba rugi PT B NET INDONESIA yang kemudian kami hitung PPh 21 nya dengan 

populasi karyawan sebanyak 60 orang. 

Sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari 

suatu populasi (Supranto, 2008:23). Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen laporan 

keuangan PT B NET INDONESIA tahun 2016, dengan sampel sebanyak 60 karyawan, dan 

perhitungan sampel tersebut berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah ditetapkan dalam 

peraturan Dirjen Pajak Indonesia. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan sampel 

adalah non probability sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 

2009:122-123). 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT B NET INDONESIA. Data diambil dari laporan 

keuangan fiskal PT B NET INDONESIA. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dari tanggal 21 September 2017 sampai dengan 01 November 2017. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Berikut merupakan interpretasi dari hasil penerapan perencanaan Pajak PPh Pasal 21 

dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan PT B NET INDONESIA. 

Dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan terdapat 4 (empat) metode yang dapat 

digunakan perusahaan sebagai strategi penghematan pajak. 4 (empat) metode tersebut adalah 

PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, PPh 

Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan PPh Pasal 21 di Gross Up. Apabila 

metode yang digunakan adalah PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan maka PPh Pasal 21 

tersebut ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga Take Home Pay yang diterima 

karyawan akan berkurang. Sedangkan apabila metode yang digunakan adalah PPh Pasal 21 

ditanggung oleh perusahaan, maka perusahaanlah yang menanggung PPh Pasal 21 tersebut dan 

tidak mengurangi Take Home Pay yang diterima oleh karyawan. Akan tetapi dalam koreksi 

fiskal beban PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat dijadikan pengurang, sehingga akan terkena 
koreksi fiskal positif. Apabila metode yang digunakan adalah PPh pasal 21 yang diberikan 

dalam bentuk tunjangan, perusahaan membayarkan sebagian PPh Pasal 21 dengan memberikan 

tunjangan pajak kepada seluruh karyawan sebesar PPh Pasal 21 terutang sebelum diberikannya 

tunjangan pajak, beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh dijadikan penambah biaya 

bagi perusahaan secara fiskal maupun komersial. Dan apabila menggunakan metode Gross Up 

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawannya sebesar PPh Pasal 21 

terutang, sehingga tidak mengurangi Take Home Pay yang diterima oleh karyawan. Pengeluaran 

perusahaan untuk beban gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh dijadikan penambah 

biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. 

 

Perencanaan pajak PT B Net Indonesia apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 

ditanggung oleh karyawan, maka PPh Badan yang terutang dibebankan sebesar Rp. 

772,664,163. Begitu pula apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan, PPh 

Badan yang terutang dibebankan sama yaitu sebesar Rp. 772,664,163. Sedangkan apabila 
perhitungan pajak PPh Pasal 21 menggunakan tunjangan pajak, maka PPh Badan yang terutang 

Tabel 3 PT B Net 

Indonesia Perencanaan 

Pajak Pada Laporan 

Keuangan Tahunan 

 

Sumber: laporan Laba 

Rugi PT B Net 

Indonesia  
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dibebankan sebesar Rp. 658,721,479. Dan apabila perhitungan pajak PPh Pasal 21 

menggunakan metode gross up, maka PPh Badan yang terutang dibebankan sebesar Rp. 

655,356,075. 

Dengan penerapan metode Gross Up, PT B NET INDONESIA dapat membayar pajak 

penghasilan badannya lebih kecil dibandingkan dengan penerapan metode lain. Penghematan 

pajak yang dilakukan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 67.308.088,-.  

Meskipun dengan penerapan metode Gross Up perusahaan membutuhkan tambahan biaya 

untuk memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya, akan tetapi biaya tersebut dapat 

dijadikan pengurang laba sebelum pajak sehingga mengurangi PPh Badan yang terutang. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa metode Gross Up adalah metode yang paling tepat 

digunakan oleh PT B NET INDONESIA dalam upaya mengefisiensikan pajak penghasilan 

badan. 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) 

metode alternatif yaitu, PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, PPh Pasal 21 ditanggung 

oleh perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, dan PPh Pasal 21 di 
Gross Up.  

2. Tahun 2016 PPh Badan PT B NET INDONESIA dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung 

karyawan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode PPh Pasal 21 ditanggung 

perusahaan sebesar Rp 722.664.163,-, PPh Badan dengan metode pemberian tunjangan 

sebesar Rp 658.721.479,-, dan PPh Badan dengan Metode Gross Up adalah sebesar Rp 

655.356.075,-.  

3. Berdasrkan kriteria yang telah di uraikan pada teknis analisis data maka dengan 

menggunakan metode Gross Up dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, PT B NET 

INDONESIA akan menghemat beban Pajak Penghasilan badan tahun 2016 Rp. 

67.308.088,-. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran kepada PT B NET 

INDONESIA sebagai berikut:  

1. Dalam menentukan 4 (empat) metode alternatif yang dapat dilakukan dalam perhitungan 

PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PT B NET INDONESIA membandingkan terlebih 

dahulu keempat alternatif tersebut agar dapat lebih mengefisiensikan Pajak Penghasilan 

Badan. 

2. Dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan 4 metode alternatif yang ada, sebaiknya PT B 

NET INDONESIA mengubah metode Perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan (PPh 

Pasal 21 ditanggung perusahaan) dengan metode PPh Pasal 21 di Gross Up, karena dengan 

metode tersebut PT B NET INDONESIA dapat lebih mengefisiensikan Pajak 

Penghasilannya. 

3. Dengan adanya perencanaan pajak dengan metode PPh Pasal 21 di Gross Up yang 
berpengaruh pada penghematan pajak dan efisiensi pembayaran pajak yang lebih besar, 

diharapkan PT B NET INDONESIA melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai 

ketentuan yang berlaku. Dengan PT B NET INONESIA membayarkan pajak tepat waktu, 

akan terlihat bahwa perencanaan pajak tidak hanya dapat menghemat pajak, tetapi juga 

membuat Wajib Pajak membayar tepat waktu, sehingga terbebas dari sanksi administrasi.   
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